PERATURAN DESA WANDANPURO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN MAKAM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANDANPURO
Menimbang ;  a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa, maka perlu diatur
prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai  dengan
pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan
partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan
agama yang dianut orang yang meninggal dunia;
bahwa untuk melaksananan dimaksud huruf a, maka perlu diatur
Pengelolaan Makam dalam Peraturan Desa.

b.

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan
Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Penggant
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kelcayaan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan
dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Desa.

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANDANPURO
dan '
KEPALA DESA WANDANPURO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WANDANPURO TENTANG PENGELOLAAN
MAKAM DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Wandanpuro; |
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dega;

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
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Hadan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

lls'epala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
esa;

Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai

dengan dimakamkan;

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan

pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan,

vang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untulk

keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial

dan/atau badan keagamaan atau Rukun Kematian;

Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat

pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti

khusus.

Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam

selain Nisan;

- Perkumpulan kematian yaitu kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;

16.

(1)

(2)

(1

Pengurus Kematian adalah penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang
dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insedentl;

Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang
memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti:
perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada
pengantaran jenazah ke pemakaman,

5. Pengelola Makam  adalah Badan sosial dan/atau badan keagamaan atau organisasi

lain yang menyelenggarakan prosesi pemakaman dan pengaturan makam dengan
persetujuan dan Pemerintah Desa Wandanpuro;

Badan sosial dan/atau badan keagamaan adalah badan hukum yang dimiliki
warga dapat berbentuk Lembagameliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau
organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya

. Tanah Kavling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran

tertentu yang akan dijadikan bangunan atau tempat tinggal,

. Pengembangan Perumahan adalah sesorang atau badan hukum yang

membangun kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempal tinggal
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.

BAB I
LAPORAN KEMATIAN
Pasal 2

Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan
laporkan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:

a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;

b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;

c. Kepala Dusun setempat;

d. Perangkat Desa,; atau

e. Kepala Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau terlulis.

Pasal 3

Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara
alternatif adalah:

a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;

b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau

¢. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.

(2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat)

jam.
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BAB 111
PENYELENGARAAN PEMAKAMAN
Pasal 4
Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan
agama yang dianutnya;
(2) Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa
badan sosial dan/atau badan keagaman atau perkumpulan kematian;

(3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk pada linglaup
Rukun Tetangga, Rulkun Warga atau lingkup Pedusunan;

(4) Perlnunpul_an kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk dengan seluruhnya
atau sebagian anggota berasal dari penduduk Desa Wandanpuro;

(1)

BABIV
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 5
(1) PGTEﬁrLtah Desa mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum Desa Wandanpuro, yang
terletak di:
a. Dusun Sidomukti,

b. Dusun Sidomulyo; dan
¢. Dusun Sidorejo:

(1) Pemerintah Desa dapat melimpahkan wewenang pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan

Umum dan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengelola
Makam.

Pasal 6

(1) Pengelola Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah
Desa atas usulan dari Kepala Dusun dan masyarakat setempat dimana Tempat Pemakaman
Bukan Umum dan Pemakaman Khusus berada;

(2) Pengelola Makam dalam bentuk Badan Sosial dan/atau Badan Keagaman harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a) proposal kegiatan pengelolaan makam dari pengelola;

b) salinan Akta Pendirian Badan;

c) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d) pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan
makam yang akan dan atau telah dikelola;

¢) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon atau Penanggung jawab
Badan.

(3) Pengelola Makam dalam bentuk Rukun Kematian atau organisasi sejenis harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut : :

- berita acara musyawarah pembentukan rukun kematian dari warga setempat;

. daftar hadir musyawarah pembentukan rukun kematian dari warga setempat;

. Susunan Pengurus Rukun Kematian;

. pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan

makam yang akan dan atau telah dikelola ;
e. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon atau Pengurus Rukun
Kematian.
(4) Pengelola Makam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(5) Pengelola Makam bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

oo ow

Pasal 7

(1) Pengelola Makam mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah
Desa dalam pemnakaman jenazah;
(2) Pengelola Makam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenany,
antara lain:
a. Meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa terhadap penguburan janazah
yang bukan penduduk Desa Wandanpuro;
b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa atas jenazah yang tidilk jelas keluanzanya,
c. Menolak pengijingan makam pada kuburan;
d. Melaporkan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun terhadap warga desa atau
bukan warga desa yang tidak mewas ketentuan pengelolaan kuburan.
e. Tata kerja Pengelolaan Makam lebih lanjut oleh Kepala Dusun dimana Tempar
Pernakaman Bukan Umum dan Pemakaman Khusus berada
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Tata kerja Rukun kematian diatur lebih lanjut oleh Kepala Dusun dimana Tempat
Pemakaman Umum berada.

BABV
KETENTUAN DAN SYARAT PEMAKAMAN JENASAH
Pasal i0

Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum

adalah 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman
1,5 (satu koma lima) meter;

Apabia kondisi tanah tidak memunglinkan untuk digali mencapai kedalaman 1,5 (satu

koma lima) meter sebagaimana dimaksud ayat (2) boleh dilakukan penggalian kurang darni
ketentuan tersebut.

b

Pasal 11

(1) Setap penduduk Desa Wandanpuro
untuk dimakamkan di Tempat Pem
Umum di Desa Wandanpuro;

(2) Pemakaman Bukan Umum di wilayah Desa Wandanpuro hanya diperuntukan bagi warga Desa
Wandanpuro;

(3) Penataan Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelompokkan berdasarkan wilayah pedukuhan

yang diatur oleh Pengelola Makam dan Juru Kunai:

Apabila ada orang meninggal dunia yang bukan warga Desa Wandan

diDesaWandanpuroscrtaakandimqkamkandiMakamBm(an

maka harus membayar biaya pengganti tanah makam.

Apabila ada orang meninggal dunia yang bukan warga Desa Wandanpuro, yang karena sesuatu

hal harus dimakamkan di Pemakaman Bukan Umum Desa Wandanpuro harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut : o

(a) Memilki hubungan keluarga sebagai Ayah, Ibu dan atau Anak yang berdomisili secara sah

sebagal warga Desa Wandanpuro;
(b) ;endﬁapa&rgl ijin dari Pemerintah Desa Wandanpuro, melalui Pengelola Makam Bukan
Umum setempat, '

(¢c) Membayar biaya pengarfu tanah makam _ ’ ..

(6) Perjinan dan atau persetujuan bagi orang meninggal dunia yang bukan warga b]i(:‘sd
Wahdanpuro sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) diatas, dikenakan biaya se sar
Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) dan dibayarkan kepada Pengelola makam setempat sebagai
biaya pengganti tanah makam;

yang meninggal dunia mendapat perlakuan yang sama
akaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan

(4

puro, dan meninggal dunia
Umum Desa Wandanpuro,

Bl

Pasal 12

| lain, selimn

i jenasah secara perorangan dan dacrah 3 )

- Dzﬂa(r-lna i p;ﬁmmmwgsa Wandanpuro juga harus memenuhi syarat-syiral
mendapatkan .
admmir,:z'am yang telah ditentukan oleh peraturan;
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(2) Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan
dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Bukan Umum setempat, dengan sejin
Kepala Desa melalui Pengelola Makamn setempat;

Pasal 13

(1] Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Bukan Umum diangkat penjoga maokam
atau juru kunci pada setiap Ternpat Permnakaman Bukan Umurmn,

(2) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas:
a. Mengatur lokasi/letak penguburan jenazah,;
b. Merawat lokasi pemakaman;
c. Membersihkan lokasi pemakaman ;
d. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman.

(3) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan setiap tahun
yang berasal dan Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengkat .

BAB VI
PENDATAAN MAKAM
Pasal 14

(1) Pengelola makam wajib melakukan pendataan makam ;

(2) Pendataan makam wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Desa Wandanpuro;

(3) Pengelola makam wajib melaporkan pertambahan dan atau pengurangan makam setiap
tahunnya kepada Pemerintah Desa Wandanpuro;

(4) Bagi makam yang tidak terawat dapat ditempati jenazah lain.

(5) Bagi para ahli waris yang keluarganya dimakamkan, akan dikenakan iuran suka

rela untuk perawatan makam;

Apabila Pengelola makam membutuhkan dana untuk pembangunan atau

perbaikan, dapat meminta sumbangan atau bantuan ke ahli waris yang

keluarganya dimakamkan disitu dan atau pihak lain dengan seijin dan
Pemerintah Desa Wandanpuro.

(6

BAB VII
LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 15
Setiap orang atau ahli waris dilarang:

Membangun dan memasang kijing dilokasi makam,;

Merenovasi/Memperbaiki kijing yang sudah ada;

Mendinkan bangunan disekitar makam tanpa seijin dari Pemerintah Desa Wandanpuro,
Menanam tanaman selain pohon kamboja, kecuali atas ijin Pemernintah Desa;

Tidur diatas makam;

Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
Mengembalakan binatang ternak didalam area makam;

Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BNOUBWN—

BAB VIII
SANKSI
Pasal 16

(1) Pengjingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka Pengelola Makam serta
Juru Kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengiingan
atau keluarganya;

(2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak dindahkan dan tetap
dilakukan pengkijingan, maka Pengelola Makam, Juru Kunci dan Pemerintah Desa dapat
melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga jenazah;

BAB IX

DANA KONTRIBUSI PENGGANTI TANAH MAKAM

Pasal 17
(1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang menjual tanah kavling dan atau membangun
perumahan/properti yang berlokasi di Desa Wandanpuro, wajib membenkan kontnbus,

berupa dana sebagai pengganti tanah makam dengan ketentuan sebagan berikut
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() T setiap orang dan atau Badan Hularm pengemnbang/ pergual tanah kieding Wil
memnbenkan kontnbus sebesar 1,85% (M2 (Satu koma lima prosen - dan By tani
kavling,

(g setip orang dan st Badan Hulaam jenpernbanigf perjual perarmshin [proper
wiphy membenkan kontnbus sebesan 1% (fatu preewn) dan horgp jual tap undt
rumah / propert

(2 Apabila setap orang dan atau Badan Huloam yang, ticdiake nernenubi gt (1) bt tay dan 0
i, madas apabila ada penghun/pembel yang, menungypl dunia IesiGpan meTngraty
Kot Tanda Penduduk (KTP) Desa Wandanpuro tidake dujinkan untul cinaarnvan G
Makan Bukan Umum Desa Wandanpuro,

(1) Senap pendudule desa bara atan penddatang, (routis miasuk), waph mernierian pontntiis
whesar Rp, 150000, (Soates Lima prabih Fiba Fupioh) per jiss whappi dana pengypnti
tanah madam,

(A1 Dana kontribusi sebogaimana dimaksud ayat (1), dan (%) di setorkan epids Pengrioi
Makam masing masing, sesua wilayahnya,

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA MAKAM

Pasal 18

(1) Pengelolaan dana makam harus dilakukan secara transparan artinya dapat
diketahun, diukuti, dipantau, diawasi dan dievaluzas) oleh warga masyarakat Dess
Vandanpuro secara luas,

(2] Penpelola kepiatan  harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehinggs
dapat dipertangpungjawabkan kepada warga masyarakat Desa Wandanpuro;

(3) Warpa masyarakat terlibat secara aktif dalam proscs perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pelestarian kegiatan;

41 Peneelolaan kepiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan
manfant kepada warga masyarakat;

) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar
pelaku dalam warga masyarakat,

Pasal 19

Penpelola makam berkewajiban memberikan laporan keuangan secara tertulis seuap 6 (Enom)

bulan sckali, kepada:

4 Kepala Desa Wandanpuro,

b Angpota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

¢ Ketua Rukun Warga (RW), dan;

d) Ketua Rukun Tetangga (RT);

(2] Kepala Desa dikarenakan kedudukannya dapat membenkan saran, masukkan dan usulan
tentang pengelolaan dana makam kepada Pengelola Malan,

(3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan kedudukannya dapat mengawasi

tentang pengelolaan tanah makam di Desa Wandanpuro;

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tangpal dundangkan. Agar setiap  orang
mengetahui, memenntahkan penpundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam
Berita Desa Wandanpuro Kec, Bululawang Knbupaten Malang,.

=== Ditetapkan di : Wandanpuro
wABUpg )
ancia tangypal . 19 September 2017

NN
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Sckretaris Desa Wandanpuro
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Drs. MOIL SHOLEH

LEMBAR BERITA DESA WANDANPURO TAHUN 2017 NOMOR
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